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Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dengan Peraturan Kepala Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia @ Nomor 03/E/2010 telah
ditetapkan  Pedoman  Pelaksanaan Tugas Belajar
Pendidikan Pascasarjana di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

. bahwa Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum
mengakomodir pengaturan mengenai pengembangan
kompetensi melalui pelatihan, perlu menyesuaikan
pengaturan pengembangan kompetensi baik tugas belajar
maupun pelatihan dengan peraturan
perundang-undangan mengenai manajeman pegawai

negeri sipil;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang Pedoman



2018, No.573

Mengingat

Tugas Belajar dan Pelatihan di Lingkungan Lembaga Ilmu

Pengetahuan Indonesia;

. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 322);

. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit

Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non-Departemen, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedelapan atas
Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesian

Tahun 2013 Nomor 11);

. Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 650);



Menetapkan
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
TENTANG PEDOMAN TUGAS BELAJAR DAN PELATIHAN DI
LINGKUNGAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1.

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh
pejabat pembina kepegawaian kepada pegawai negeri
sipil untuk meningkatkan kompetensi pegawai negeri
sipil melalui pendidikan formal pada perguruan tinggi
baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka
memenuhi kebutuhan standar kompetensi jabatan dan
pengembangan karier pegawai negeri sipil.

Tugas Belajar Mandiri adalah peningkatan kompetensi
pegawai negeri sipil melalui pendidikan formal pada
perguruan tinggi dengan pembiayaan mandiri.

Pelatihan adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat
pembina kepegawaian kepada pegawai negeri sipil untuk
meningkatkan kompetensi pegawai negeri sipil melalui
pendidikan nonformal dalam bentuk Pelatihan yang
dilaksanakan lebih dari 6 (enam) bulan baik di dalam
maupun di luar negeri dalam rangka memenuhi
kebutuhan standar kompetensi  jabatan dan
pengembangan karier pegawai negeri sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah  pegawai di lingkungan Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia yang memenuhi syarat tertentu,
diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara
tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan.

Pegawai Pelajar adalah PNS yang mendapatkan Tugas
Belajar yang penugasannya ditetapkan oleh pejabat

pembina kepegawaian.
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10.

11.

12.

Pegawai Pelajar Mandiri adalah PNS yang mendapatkan
Tugas Belajar yang penugasannya ditetapkan oleh
pejabat pembina kepegawaian untuk Tugas Belajar
karena perpanjangan jangka waktu.

Pegawai Pelatihan adalah PNS yang mendapatkan
Pelatihan yang penugasannya ditetapkan oleh pejabat
pembina kepegawaian.

Beasiswa adalah biaya dan tunjangan dalam rangka
pelaksanaan Tugas Belajar yang dikeluarkan oleh
pemberi beasiswa.

Pemberi Beasiswa adalah pihak yang memberikan
pembiayaan Tugas Belajar atau Pelatihan.

Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat
PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan
menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan
pemberhentian PNS Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia dan pembinaan manajemen PNS di lingkungan
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lembaga [lmu Pengetahuan Indonesia yang selanjutnya
disingkat LIPI adalah Lembaga Pemerintah
Non-Kementerian yang melaksanakan tugas
pemerintahan di bidang penelitian ilmu pengetahuan.

Satuan Kerja adalah Satuan Kerja di lingkungan LIPI.

Pasal 2

Tugas Belajar dan Pelatihan bertujuan untuk memenuhi

kebutuhan standar kompetensi jabatan dan pengembangan

karier PNS di lingkungan LIPI agar mampu mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi LIPI.

Pasal 3

Pengelolaan Tugas Belajar dan Pelatihan dilakukan oleh Biro

Organisasi dan Sumber Daya Manusia.
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BAB II
PERENCANAAN

Pasal 4

(1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan
merupakan bagian dari rencana pengembangan
kompetensi PNS LIPI.

(2) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
berdasarkan hasil evaluasi terhadap kebutuhan
pengembangan kompetensi dalam rangka pelaksanaan

tugas dan fungsi serta pengembangan LIPI.

Pasal 5

Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan meliputi:

a. bidang pekerjaan yang membutuhkan Tugas Belajar dan
Pelatihan;

b. jenis kompetensi yang perlu dikembangkan melalui
Tugas Belajar dan Pelatihan;

c. kualifikasi calon Pegawai Pelajar dan Pegawai Pelatihan;
target jumlah PNS yang akan dikembangkan
kompetensinya,;

e. jadwal atau waktu pelaksanaan;

g. kesesuaian pengembangan kompetensi dengan tugas dan
fungsi Satuan Kerja; dan

h. sumber biaya dan anggaran yang dibutuhkan.

Pasal 6

(1) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan disusun
oleh Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia.

(2) Dalam menyusun kebutuhan Tugas Belajar dan
Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro
Organisasi dan Sumber Daya Manusia berkoordinasi
dengan Satuan Kerja.

(3) Rencana kebutuhan Tugas Belajar dan Pelatihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat 1 (satu)

tahun sekali.



